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HUKUM ISLAM DI ANDALUSIA
Studi Sejarah Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Bani Nasr

(1232-1492 M)

Hamdan Batubara

I

Kekuasaan Islam di Andalusia berlangsung dalam rentang waktu
8 abad (711-1492 M).1 Masuknya Islam ke Spanyol, menurut Souders,
terjadi pada masa pemerintahan al-Walid Ibn Abd al-Malik (705-715 M)
dari Bani Umayyah.2 Penaklukan Andalusia menurut para ahli sejarah
terjadi perbedaan pendapat, menurut Ibn Asir tahun 92 H, dan ada yang
menyebut tahun 90 H, 91 H. Dalam tulisan ini penulis memakai tahun 91
H/710 M, sesuai dengan ahli sejarah umumnya.3

Andalusia secara resmi menjadi daerah Islam seperti dikatakan
oleh Harun Nasution adalah setelah berhasilnya futuhat (ekspansi-
ekspansi) dari Raja Roderik. Kota-kota penting satu persatu jatuh ke
tangan pasukan Islam termasuk Cordova yang kemudian menjadi ibukota
Islam Andalusia.4 Pasang surut keberadan umat Islam di Spanyol
berlangsung selama delapan abad. Kemajuan umat Islam tampak pada
masa Abd al-Rahman al-Dakhil, dengan berdirinya Daulah Bani
Umayyah di Andalusia yang terpisah dari kekuasaan Bani Abbas di
Bagdad pada tahun 756 M.

Pada masa pemerintahan Abd al-Rahman III 912-929 M.
kemajuan yang dicapai antara lain di bidang pendidikan dengan
berdirinya Universitas Cordova. Kehadiran Universitas ini membawa
perkembangan bagi filsafat, syari’ah, bahasa dan lain sebagainya.5

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh kecenderungan
amir atau penguasa. Menurut Ahmad Syalabi perhatian penguasa
terhadap ilmu syari’ah disebabkan oleh adanya keyakinan mereka bahwa
Islam adalah agama dan negara.6 Menurut Abd al-Hamid al-Abadi,
kemajuan ilmu syari’ah ditopang oleh perpindahan sejumlah ulama dari
Timur ke Andalusia.7 Realitas kehidupan syari’ah di Andalusia secara
umum didominasi oleh mazhab Malik.8
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Kemajuan gemilang yang dicapai Islam di Andalusia melahirkan
peta baru pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam menjadi
tiga kawasan, yaitu Bagdad di Asia, Kairo di Afrika, dan Cordova di
Eropa. Menurut Sati’ al-Husairi suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri
pada parohan kedua abad ke- 8 H atau abad ke- 14 M merupakan masa
kemunduran di dunia Islam belahan Timur. Sebaliknya merupakan masa
kebangkitan di dunia Islam belahan Barat (Andalusia) dan Afrika Utara.9

Kemajuan dan kebangkitan yang dimaksud bukanlah dalam arti
politik kekuasaan, tetapi kebangkitan dan kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan termasuk ilmu-ilmu agama. Kemajuan yang dicapai pada
abad ke- 8 H memang diakui kurang sebanding dengan kemajuan yang
dicapai oleh ulama-ulama besar seperti para mujtahid mutlak di bidang
fiqh pada masa keemasan Islam abad ke- 2 dan ke- 3 H. Kemajuan yang
dicapai pada abad ke-8 H tidak kurang pentingnya bahkan layak disebut
mengagumkan, karena di tengah kemunduran dan kekacauan politik serta
munculnya kecenderungan cukup besar umat Islam melakukan bid’ah
dan khurafat, para ulama dapat muncul di langit zamannya. Dalam
suasana seperti munculnya tokoh besar Ibn Taimiyah (w. 661 H)10 dan
Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) di dunia Islam belahan Timur serta
Ibn Khaldun  (w. 732 H) dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H)11 di dunia
Islam belahan Barat (Granada).12

Para sejarawan Islam di Andalusia tidak lupa untuk menyebutkan
peran fuqaha dalam urusan-urusan politik sebagai suatu ciri khas dari
sejarah kekuasaan pemerintahan Islam di Andalusia. Muhammad Khalid
Mas’ud mengemukakan alasan para sejarawan dan pengamat sejarah bagi
signifikansi politik fuqaha di Andalusia.13 Pertama, alasan yang
dikemukakan oleh Ibn Khaldun14 dan Goldziher15 konservatisme orang
Arab Andalusia mendorong penyebaran mazhab Malik dan akhirnya
memberikan signifikansi kepada para fuqaha sejak mereka menjadi
benteng pertahanan dari tradisi ini. Kedua, alasan yang dikemukakan
oleh Lopez Ortiz, Hussain Mones, yaitu karena kebutuhan akan
legitimasi bagi kekuasaan mereka sebagaimana yang selalu dirasakan
oleh penguasa-penguasa muslim Andalusia.16 Karena kebutuhan politik
dari sebagian penguasa Bani Umayyah di Andalusia lahirlah kelas ulama
dan fuqaha yang memainkan peran penting berkesinambungan dalam
urusan-urusan politik.17
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Alasan ketiga, menurut L.E. Provencal dan Roger Idris yang
mengatakan bahwa suatu corak “aristokrasi-religius yang terdiri atas
fuqaha dan ulama yang membentuk elit intelektual dan sosial menjelang
masa Hakam I (180-206/706-822). Ketika Hakam I berusaha membatasi
pengaruh mereka, maka mereka melakukan dua pemberontakan di
Cordova. Dalam pemberontakan ini, para fuqaha mendapat dukungan
dari sejumlah kaum aristokrat di istana maupun masyarakat di pinggiran
kota Cordova. Memang pemberontakan ini tidak berhasil, tetapi Hakam I
dipaksa untuk mengakui eksistensi fuqaha.18

Penulis lebih cenderung kepada pendapat Provencal dan Roger
Idris yang dapat menjelaskan secara memadai signifikansi politik fuqaha,
khususnya pada masa pemerintahan Bani Nasr.

Perjalanan sejarah suatu bangsa seperti telah dikatakan secara
sepintas merupakan perjalanan pasang surut dalam siklus tumbuh,
berkembang dan hancur. Dinasti-dinasti Islam di Andalusia yang
mencapai kemajuan pada masa Abd al-Rahman III meniti masa surut
pada rentang waktu berikutnya.19 Masa surut itu tak terelakkan baik
disebabkan oleh faktor-faktor yang muncul dari dalam maupun tekanan
dari luar, telah membawa kehancuran kedaulatan Islam di Spanyol pada
pertengahan abad ke- 13 itu. Kehancuran itu tidak membawa kehancuran
total kerajaan Islam di tanah Andalusia pada masa itu. Di sana masih
tersisa suatu kerajaan yang mampu bertahan, yaitu kerajaan Granada.20

Masyarakat Granada pada abad ke- 14 mengalami perubahan
tertentu yang sangat penting. Perubahan-perubahan ini bersifat multi-
dimensional dan mendasar bagi sistem hukum Granada dan berpengaruh
pada struktur politik, agama dan hukum masyarakatnya.

Misalnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani
Billah (1354-1359, 1362-1391) yang penuh dengan upaya penjatuhan
dari tahta dan pembunuhan. Muhammad V membawa stabilitas politik ke
dalam kerajaan dengan menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal
yang absolut. Sultan melindungi kebebasannya dengan memperlemah
kekuasaan politik jabatan Syaikh al-Ghuzat, Wajir, dan Qadi al-
Jama’ah.21

Melemahnya jabatan Qadi al-Jama’ah mempengaruhi kekuasaan
fuqaha secara umum sebagai kelompok sosial dan politik sangat tangguh.
Ada sejumlah faktor yang mendukung kesuksesan sultan. Pertama,
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pengenalan sistem pengajaran yang diawasi oleh negara, pada masa ayah
Muhammad V, yaitu al-Galib Billah. Selain beroposisi dengan fuqaha,
sistem madrasah telah berhasil dengan baik dan secara lambat-laun
membuat fuqaha tergantung pada Sultan.22 Kedua, penyusupan tasawuf
dan tariqat-tariqat sufi ke dalam masyarakat Granada. Sultan memberi
hati kepada syeikh-syeikh sufi karena orang-orang sewaan Barbar yang
membentuk pasukan sultan adalah para penganut syeikh-syeikh sufi. 23

Untuk melemahkan kekuasaan syeikh al-guzat dan fuqaha, dan
menaikkan prestise dirinya di mata orang-orang sewaan ini, Sultan ingin
sekali melindungi tasawuf. Selanjutnya, kehidupan sufi yang sederhana
dan saleh mengajak orang-orang umum dalam membandingkan
kehidupan sufi dengan fuqaha yang hidup dalam gaya bangsawan.
Kebangkitan tariqah yang meruntuhkan otoritas hukum dan agama dari
syari’ah merupakan ancaman nyata bagi fuqaha.24

Fenomena ini mempengaruhi status intelektual dan sosial fuqaha.
Penekanan pada hidup saleh dan sederhana dalam kehidupan pribadi sufi
(tasawuf), sangat bertentangan dengan gaya hidup aristokrat yang
ditampakkan fuqaha. Perbedaan dalam gaya hidup ini mungkin telah
membuat kaum sufi lebih popular bila dibandingkan fuqaha di mata
masyarakat umum. Pengaruh kaum sufi yang meningkat di mata
masyarakat dan khususnya di kalangan pasukan sukarelawan Barbar
untuk jihad, diakui oleh para penguasa. Untuk menegakkan kesalehan
dan pengaruh mereka di kalangan suku-suku pejuang, para penguasa
memberikan perhatian kepada syeikh dan ribat sudi.25

Perubahan politik dan agama di atas kemudian diperkeras faktor-
faktor lain yang membawa perubahan mendasar dalam ekonomi
masyarakat Granada. Pengaruh perkembangan politik, agama, dan
ekonomi melibatkan sistem hukum yang sangat dalam di Granada. Bahan
masukan dan ide baru sedang berubah, dan bentuk transaksi baru telah
muncul. Teori hukum harus mewadahi perubahan ini ke dalam suatu
sistem hukum. Sistem hukum yang ada tidak memadai lagi bagi kondisi-
kondisi baru. Ketidakmampuan sistem hukum disadari oleh Ibn al-Khatib
dalam kritikannya tentang para notaris dan praktek hukum mereka yang
telah ketinggalan zaman dalam hal hukum perjanjian.26

Perubahan-perubahan ini menampilkan kontradiksi sistem
internal. Sebuah indikasi dari kontradiksi ini terlihat dalam pertentangan
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batas fungsi mufti dan qadi.27 Dengan menerima keragaman hukum,
fuqaha Maliki mewarisi perangkat hukum untuk menangkal praktek-
praktek sosial baru.

Kurangnya syarat hukum Islam dan metode teori hukum Islam
untuk mengatasi kebutuhan yang meningkat lebih mendesak pada bidang
kontrak dan perjanjian. Kegiatan ekonomi yang tumbuh, terutama dalam
perdagangan dan keuangan, menuntut kebebasan kontrak. Fuqaha Maliki
menemui kesulitan untuk menjawab tuntutan-tuntutan demikian. Bentuk
kontrak yang baru telah menjadi sangat rumit. Rancangan perjanjian
yang lama dalam teori hukum Maliki (yang berasal dari perkongsian
pertanian masa awal orang Madinah), tidak menyediakan analogi-analogi
bagi jenis-jenis perjanjian baru yang berbeda dalam bentuk maupun
sifatnya, karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat
dan kondisi politik yang tidak stabil.

Fuqaha Maliki berusaha menyelesaikan masalah-masalah ini
dengan mengikuti metode-metode analogi melalui berbagai sarana, tetapi
pencarian preseden-preseden khusus untuk kasus khusus terbukti tidak
berhasil dengan baik. Sejumlah fuqaha terpaksa kembali kepada prinsip-
prinsip hukum Maliki, yaitu pertimbangan maslahah (kemaslahatan).28

Menurut fuqaha Maliki, ruang gerak dinamika hukum Islam
(fiqh) dapat terlihat dalam tiga hal. Pertama, turunnya nas-nas secara
global yang pelaksanaannya memerlukan penafsiran dan penjabaran
lebih lanjut. Kedua, menetapkan hukum terhadap sesuatu peristiwa yang
baru dengan melihat nas-nas hukum pada peristiwa lain yang
mempunyai ‘illat sama.29 Ketiga, adanya kaidah-kaidah umum dan
prinsip-prinsip maslahah yang sesuai dengan maqasid al-syari’ah.30

Realitas kondisi politik yang tidak mendukung kegiatan ilmiah
ternyata tidak dapat menghentikan kegiatan ilmiah di Andalusia.
Kerajaan Granada (pemerintahan Bani Nasr) di Andalusia masih mampu
bertahan dan membangun kekuatannya di segala bidang. Hal inilah yang
membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah tentang
perkembangan hukum Islam di Andalusia, terutama pada era
pemerintahan Bani Nasr.

II
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Eksistensi Hukum Islam di Masa Pemerintahan Bani Nasr (1232-
1492 M)

Farouq Abu Zaid mengutip pendapat Ibn Khaldun dalam
uraiannya mengenai penyebaran mazhab Malik di Maroko dan Andalusia
yang mengatakan bahwa mazhab Malik lebih banyak dianut oleh bangsa
Maroko dan Andalusia. Mazhab Malik ditemukan pula pada bangsa-
bangsa lain, namun hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat saja.
Karena orang-orang Maroko dan Andalusia seringkali melakukan
perjalanan jauh dan sebagian besar dilakukan ke wilayah Hijaz. Madinah
pada waktu itu merupakan gudang ilmu Islam. Mereka praktis hanya
mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama-ulama di Madinah, seperti
Imam Malik serta guru dan muridnya. Orang Maroko dan Andalusia
datang kepada Imam Malik dan menjadi pengikutnya. Mazhab Maliki
menjadi lebih tertutup bagi mereka dan tidak banyak mendapat pengaruh
kebudayaan dan peradaban lain sebagaimana terjadi pada mazhab
lainnya.31

Abad ke 14 M (8 H) merupakan abad istirahat bagi dunia Islam
setelah kekacauan-kekacauan abad ke 13 M. Dua dinasti utama Mongol,
yaitu Ihkanis dan Golden Horde, telah masuk Islam; Dinasti Mamluk
yang menahan invasi Mongol telah memantapkan pemerintahan mereka
di bulan sabit yang subur dan di Mesir; Afrika Utara memperlihatkan
kondisi-kondisi agak stabil; Bani Marin telah muncul sebagai pengganti
yang amat kuat bagi dinasti Muwahhidun; dan Bani Nasr di Spanyol
telah menggantikan dinasti Muwahhidun, mempertahankan pemerintahan
mereka dengan menjaga keseimbangan yang sulit dengan kerajaan-
kerajaan Kristen di Spanyol dan Bani Marin di Afrika.

Stabilitas politik ini menyediakan perdamaian yang dibutuhkan
bagi aktifitas-aktifitas intelektual untuk mengevaluasi kembali tradisi
dalam kerangka berbagai perubahan akibat invasi Mongol di kawasan
Timur Muslim dan kemajuan cepat Kristen di kawasan Barat Muslim.
Perubahan-perubahan ini mempengaruhi bidang politik, finansial,
komersial, sosial dan bidang religius. Sejumlah perubahan sosial yang
telah terjadi agaknya perlu diakomodasikan dalam tradisi ini.

Guna membangun suatu pengertian tentang perkembangan politik
dan hukum pada abad ke 14 M di Andalusia, suatu penelitian tentang
kejadian-kejadian di masa pemerintahan Bani Nasr di Granada, mesti
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dilakukan.32 Sebab, kerajaan Granada merupakan kekuatan Islam terakhir
di Andalusia yang memerintah selama lebih dari dua setengah abad
(1232-1492), maka sangat naïf bila para ilmuwan mengabaikan
perkembangan hukum Islam di sana.

Secara garis besar ada dua faktor penting yang mendukung
keberadaan kerajaan Granada. Pertama, bersatunya kekuatan militer
yang berdatangan dari daerah yang diduduki tentara Kristen yang
menetap dan berkiprah di Granada, di samping didukung oleh kekuatan
pertanian, perdagangan dan industri. Kedua, setiap ancaman militer dapat
diatasi berkat kerja sama antara Granada dan Bani Marin di Marakes.33

Muhammad Khalid Mas’ud menyatakan bahwa konsolidasi
kekuatan politik yang dilakukan sultan Muhammad V al-Gani Billah
menggantikan ayahnya pada tahun 755/1354 amat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan semua lembaga sosial di Granada.34

Khususnya mempengaruhi status dan peran fuqaha, juga mempengaruhi
syari’ah di dalam masyarakat Granada. Sistem pendidikan, struktur
judicial, penetrasi tariqat-tariqat sufi dan penyebaran pemikiran liberal
yang semuanya didukung oleh sistem politik semacam itu mempengaruhi
aktivitas-aktivitas intelektual masyarakat Granada.

Perkembangan ekonomi pada periode ini kenyataannya begitu
penting sehingga mengubah jalan sejarah dalam agama ini. Kebangunan
perdagangan Laut Tengah, perubahan dari ekonomi pedesaan menjadi
ekonomi urban, pengenalan dinar tembaga dan faktor semacam itu amat
mempengaruhi pola kehidupan di Granada. Bentuk-bentuk transaksi
perdagangan, kontrak dan hubungan baru menuntut konsep-konsep
kewajiban hukum.35 Penelitian terhadap perkembangan dan eksistensi
hukum Islam di Andalusia memberikan general theory bagi penelitian
penulis tentang keterikatan hukum dengan perkembangan politik, sosio-
religius, ekonomi dan hukum itu sendiri pada abad ke 14 di Granada.

Eksistensi hukum Islam36 dalam sturktur pemerintahan Bani Nasr
dapat dibuktikan pada lembaga Qadi al-Jama’ah yang mengatur
administrasi peradilan di Andalusia. Struktur pemerintahan Bani Nasr di
Granada terdiri dari 3 jabatan utama yang bertanggung jawab secara
langsung kepada sultan, yaitu Syeikh al-Guzat, Wazir, dan Qadi al-
Jama’ah.37 Rincian atas struktur pemerintahan Bani Nasr di Granada
dapat dilihat di bawah ini, yaitu:
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1. Syeikh al-Guzat
Syeikh al-Guzat adalah jabatan yang memimpin angkatan

bersenjata, baik pasukan reguler maupun bayaran. Jabatan ini sebanding
dengan jabatan Amir al-Umara’ pada periode Abbasiyah belakangan.
Struktur dan dukungan suku khusus kepada pimpinan dalam memberikan
kekuatan mutlak kepada Syeikh al-Guzat.38 Jabatan Syeikh al-Guzat
diperkenalkan untuk menggantikan kekuatan Bani Ashilullah yang
bertanggung jawab atas berdirinya dinasti Bani Nasr. Bani Ashilullah
terjerat ke dalam kebiasaan berontak menentang Bani Nasr dalam banyak
kesempatan. Untuk mengimbangi kekuatan mereka, Bani Nasr
menyambut klan-klan Bani Marin yang ditinggalkan Sultan Mansur di
Andalusia. Syeikh al-Guzat pertama ditunjuk dari orang-orang Bani
Marin ini.39

Syeikh al-Guzat diberi sejumlah kekuasaan yang dianugerahkan
kepada Yahya Ibn Umar oleh Sultan Abu al-Hajjaj Yusuf pada tahun
733-755 H/1334-1354 M. Gelar-gelar yang disebutkan dalam pelantikan
adalah Tiang Kekuatan, Pedang Jihad, Pimpinan Tertinggi Pertahanan,
Tali Kerajaan dan sebagainya.40 Usman Ibn Abi al-Ula’ adalah Syeikh
al-Guzat yang paling kuat dan terkenal dalam sejarah Bani Nasr. Usman
adalah ketua Bani Ula’ dari suku-suku Marin yang telah menghimpun
kekuatan melawan penguasa Bani Marin, Abu Yusuf Ya’qub (685-706
H). Usman dikalahkan pada tahun 707 H dan melarikan diri ke Andalusia
dengan pasukannya. Di Granada, Usman disambut hangat oleh
Muhammad V al-Gani Billah. Sultan Bani Marin mengancam dan
meminta Muhammad V untuk mengirimkan Usman kembali ke Afrika
untuk dihukum, tetapi Bani Nasr menganugerahkannya jabatan Syeikh al-
Guzat.41Akan tetapi Muhammad V telah memutuskan untuk
menghancurkan kekuatan Syeikh al-Guzat. Sebagai konsekuensinya
dalam setahun, Muhammad V memecat Usman dan menyingkirkan
seluruh keluarganya dari lapangan politik.42 Muhammad V menunjuk
figur-figur lain dari Bani Marin untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi
yang perlu, tetapi membatasi kekuasaan mereka dengan mengambil dua
langkah.43 Pertama, Muhammad V memimpin langsung hampir semua
serangan menghadapi orang-orang Kristen yang secara tidak langsung
mengurangi kewenangan Syeikh             al-Guzat. Kedua, Muhammad V
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mengirim Syeikh al-Guzat dalam serangan menghadapi Bani Marin yang
karenanya berarti mendiskriditkan mereka sebagai Gazi, karena mereka
memerangi orang-orang Islam, kawan dan famili mereka.

2. Wizarat
Wizarat (Lembaga Kementerian) merupakan jabatan yang paling

kuat kedua dalam struktur politik Bani Nasr.44 Ibn Sa’id menemukan
bahwa institusi wizarah dalam pemerintahan Andalusia Umawi terdiri
dari dua kelompok bangsawan, yaitu pertama, kelompok bangsawan
yang membantu khalifah dalam strategi politik pemerintahan; kedua,
kelompok bangsawan yang membantu khalifah dalam menjalankan
pemerintahan sehari-hari. Salah satu dari dua kelompok itu yang ditunjuk
oleh khalifah sebagai deputinya adalah hajib. Jabatan ini menjadi hak
turun-temurun dan berlangsung dalam keluarga tertentu.45 Jabatan hajib
dan wazir seringkali digabungkan menjadi satu institusi. Selama
pemerintahan Bani Nasr, kemunculan institusi Syeikh al-Guzat telah
mengalahkan kekuatan-kekuatan wazir.46

Di bawah wazir adalah kuttab (para sekretaris) yang memegang
berbagai jabatan administrasi sipil. Wazir juga memimpin syurtah (polisi
kota).47 Wazir dinasti Bani Nasr pada masa awal berasal dari keluarga
bangsawan, seperti Abu Marwan Ibn Sanadid pernah menjadi penguasa
Jaen, dan Qa’id Abu Abdullah al-Ramini, putra penguasa Almeria.
Keduanya merupakan wazir al-Galib Billah yang memiliki hubungan
famili yang amat kuat. Akan tetapi wazir yang muncul belakangan
berasal dari orang-orang terpelajar yang mengerti tentang urusan
administrasi sipil pemerintahan.48 Para wazir mendapat dukungan karena
pengaruh diplomatik. Kekuasaan mereka seringkali bersifat temporer.
Kapan saja persekongkolan yang mereka lakukan gagal dapat
mempercepat kehancuran kekuasaan wazir. Para wazir ini sering
dipenjara, dibuang dan dibunuh. Karena wazir yang berasal dari kalangan
terpelajar ini tidak mempunyai dukungan politik dari tentara dan dari
sukunya.

3. Qadi al-Jama’ah
Qadi al-Jama’ah (lembaga peradilan) adalah jabatan yang paling

dihormati dan bergengsi dalam struktur politik Bani Nasr. Qadi al-
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Jama’ah merupakan panggilan bagi ketua qadi (hakim) di Granada.49

Kenyataan ini dapat dibuktikan dari gaji yang besar. Pelantikan yang
bersifat serimonial dan dekrit-dekrit penunjukan yang formal diberikan
kepada qadi (hakim). Qadi al-Jama’ah menikmati hak-hak istimewa
yang luas, yaitu bertanggungjawab atas administrasi keadilan, inspeksi
pasar dan mengatur kontrak-kontrak perdagangan.50 Di samping
administrasi keadilan, fuqaha secara offisial dekat kepada istana sebagai
mufti (konsultan hukum), musawwir (konsultan), dan wuttaq (para
perumus dan notaris).51 Administrasi kekayaan keagamaan dan wakaf
berada di bawah kewenangan mereka. Setiap seorang penguasa berderma
untuk suatu tujuan tertentu, Qadi al-Jama’ah menunjuk seorang faqih
untuk mengawasinya, seperti penunjukan Abu Abdullah al-Haffar   (811
H)52 dan Ibn al-Qabbab (779 H/1378 M).53

Inspeksi atas perdagangan menjadi kewenangan fuqaha. Fuqaha
bertanggungjawab menentukan harga, kualitas dan berat barang-barang
dagangan di pasar. Hukum Islam yang melawan riba (usury) dan qimar
(spekulasi) melarang sejumlah transaksi yang karenanya membutuhkan
pengawasan dari para ahli hukum, yaitu fuqaha. Larangan ini berlaku
terhadap transaksi yang melibatkan pertukaran dan percetakan uang.
Jabatan penting dalam mencetak uang seperti Wasi al-Sikkah dipegang
oleh fuqaha.54

Qadi al-Jama’ah terkadang menjadi ketua khatib Granada.
Kantor khatib ketua berdampingan dengan kantor Qadi al-Jama’ah
dalam kepentingannya di ibukata Granada dan kota-kota lainnya di
kerajaan Bani Nasr. Jabatan Khatib disertai dengan sejumlah jabatan
keagamaan lainnya, seperti jabatan muazzin dan sebagainya.55 Semua
jabatan menguntungkan lembaga Qadi al-Jama’ah. Seringkali
pengawasan atas tanah yang dimiliki pejabat setaraf dengan pangkat
mereka diberikan kepada jabatan-jabatan ini.

Qadi al-Jama’ah tidak memiliki kekuasaan eksekutif semisal
komando perang tentara, polisi dan lain-lain. Kekuasaan eksekutif Qadi
al-Jama’ah berada di bawah sultan. Kekuasaan eksekutif Sultan
mendukung keputusan qadi dalam menetapkan perkara di peradilan.
Sultan seringkali campur tangan dalam menentukan kebijakan
administrasi keadilan.56
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Secara simbolik, qadi menikmati prestise tertinggi dalam struktur
politik pemerintahan Bani Nasr dan Qadi memiliki pengaruh luas dalam
masalah kenegaraan, karena Qadi al-Jama’ah bertanggungjawab atas
penunjukan sejumlah fungsi penting dalam administrasi urusan judicial
dan religius. Basis kewenangannya terletak pada keberadaannya sebagai
bagian dari corak elit religius yang telah tumbuh secara kuat pada masa
dinasti Umawi dan membuktikan dirinya sangat dibutuhkan sejak saat
itu.57

Keberhasilan Qadi al-Nubahi dalam menuntut wazir yang amat
kuat, yaitu Ibn al-Khatib merupakan salah satu contoh dari kekuasaan
para Qadi dalam struktur politik pemerintahan Bani Nasr. Sultan
Muhammad V dibuat marah oleh penyeberangan Ibn al-Khatib ke
Maroko. Dari laporan-laporan tertentu nampaknya ada persaingan antara
Qadi al-Nubahi dengan Ibn        al-Khatib. Laporan Ibn al-Khatib dalam
bukunya yang bejudul A’mal          al-‘Alam dan al-Katibat al-Kaminah
menyatakan bahwa ia melampaui batas-batas kesopanan dalam menghina
Qadi al-Nubahi di istana. Menghina Qadi al-Jama’ah di depan umum
berarti meremehkan lembaga peradilan.58

Cemoohan ini bukan tanpa restu dari sultan. Sultan justru
mendorong wazir untuk melakukannya, karena ejekan semacam itu untuk
memperlemah jabatan Qadi al-Jama’ah. Hanya setelah Ibn al-Khatib
pindah ke Maroko, Qadi al-Nubahi dapat menuduh Ibn al-Khatib di
depan umum. Qadi            al-Nubahi menuduh Ibn al-Khatib berbuat
bid’ah dan mengatakan bahwa Ibn Khatib adalah zindiq karena
kegemarannya dalam filsafat.59 Menjelang pertengahan tahun 773 H,
Qadi al-Nubahi mengumumkan fatwanya melarang menggunakan buku-
buku yang dikarang oleh Ibn al-Khatib yang berkaitan dengan
kepercayaan dan ajaran moral.60

Dalam tuduhan itu, tentu saja, al-Nubahi didukung oleh sultan.
Sultan Muhammad V dan berhasil membuat Ibn al-Khatib dituntut di
istana Bani Marin sebagai orang zindiq. Qadi al-Nubahi dikirim ke
Maroko untuk membawanya pulang ke Andalusia, tetapi Ibn al-Khatib
secara curang di penjara dan kemudian dibakar di Maroko.61

Sultan berhasil dalam menggeser seorang wazir yang sudah
terlalu kuat dengan menggunakan qadi demi keuntungan pribadinya, dan
mencapai tujuan untuk tidak bergantung pada jabatan qadi dan jabatan
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wazir. Dengan cara-cara ini sultan Muhammad V al-Gani Billah mampu
menjaga stabilitas kekuasaannya sebagai raja absolut untuk menghadang
kekuatan yang ingin menghancurkan pemerintahan Bani Nasr dari dalam
selama beberapa tahun ke depan. Akan tetapi sistem politik ini tidak
memperkenankan institusi-institusi politik menjadi kuat dan berkuasa
untuk bekerja bahkan dengan sultan yang lebih lemah menggantikan
sultan Muhammad V.

Secara politis, Qadi al-Jama’ah menjadi jabatan yang amat
berpengaruh, tetapi sultan mampu menggunakannya untuk
mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri. Hal ini mungkin terjadi karena
otoritas religius fuqaha di mana kekuasaan independen qadi telah
dilemahkan.

III

Politik Hukum Fuqaha
Para sejarawan tidak lupa menyebutkan peran fuqaha dalam

urusan politik sebagai suatu ciri khas dari sejarah umat Islam dan
eksistensi hukum Islam di Andalusia.

Muhammad Khalid Mas’ud mengemukan tiga alasan para sarjana
tentang signifikansi politik hukum fuqaha di Andalusia.62 Pertama, Ibn
Khaldun dan Golziher menerapkan alasan bahwa konservatisme orang
Arab Andalusialah yang mendorong penyebaran mazhab Malik dan
akhirnya memberikan signifikansi kepada para fuqaha sejak mereka
menjadi benteng pertahanan dari tradisi ini.63 Kedua, kebutuhan
legitimasi bagi kekuasaan fuqaha yang selalu dirasakan oleh penguasa
umat Islam di Andalusia. Bani Umayyah yang melarikan diri dari kejaran
Bani Abbasiyah membutuhkan dukungan agama untuk menjustifikasi
mereka. Malik Ibn Anas yang dipandang mereka menentang orang-orang
Abbasiyah merupakan pilihan ideal bagi mereka.64

Ketiga, pendirian suatu corak aristokrasi-religius yang terdiri dari
fuqaha dan ulama membentuk elit intelektual dan sosial menjelang masa
Hakam I (180-206 H/796-822 M). Ketika Hakam I berusaha membatasi
pengaruh mereka, fuqaha melakukan dua pemberontakan di Cordova.
Dalam pemberontkan ini, fuqaha mendapat dukungan dari sejumlah
kaum aristokrat di istana dan masyarakat di pinggiran kota Cordova.
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Pemberontakan ini tidak berhasil, tetapi Hakam dipaksa untuk mengakui
fuqaha.65

Menurut penulis, ketiga alasan (faktor) di atas tidak dapat
menjelaskan secara memadai pengaruh fuqaha, khususnya pada masa
pemerintahan Bani Nasr, tetapi alasan ketiga mungkin menjelaskan
fenomena ini lebih baik dari alasan yang lain. Karena sulit untuk
mengklasifikasikan keumuman masyarakat Andalusia dalam pola pikir
Ibn Khaldun sebagai masyarakat primitif dan konservatif. Ada sejumlah
bukti yang menentang pendapat Ibn Khaldun ini, yaitu bahwa masyarakat
Andalusia (Granada) amat fleksibel dalam menerima cara hidup tetangga
mereka yang Kristen, seperti hal-hal yang berkenaan dengan pakaian dan
rekreasi.66 Konservatisme juga absen dari praktek-praktek mereka yang
pernah berubah dalam perdagangan dan komersial. Adanya
konservatisme dalam aktivitas intelektual, sikap dan akademik dari kaum
elit, mungkin hanya merupakan akibat, bukan sebab dari konservatisme
para fuqaha.

Sulit untuk mempertahankan bahwa aliansi para penguasa dengan
para fuqaha adalah didasarkan pada kebutuhan pihak penguasa terhadap
legitimasi religius. Dalam suatu masyarakat, kekuasaan seorang perebut
kekuasaan dapat dijustivikasi dalam teori politik dengan menyamakan de
facto dengan de jure. Kebutuhan suatu institusi agama bagi tujuan itu
tidaklah terlalu besar. Mengenai klaim Bani Nasr terhdap legitimasi
kekuasaan fuqaha, tekanan lebih pada keakraban mereka ketimbang pada
ajaran agama. Ketegangan antara orang Arab dengan orang Barbar
merupakan aspek yang menonjol dari sejarah Andalusia. Dua dinasti
Barbar, kaum Murabitun dan Muwahhidun, dan unsur Arab tampil
kembali memanifestasikan kemunculan Bani Hud dan Bani Nasr. Suku
Arab didukung oleh unsur lokal Andalusia dan kaum Aristokrat Arab.
Mereka tidak percaya kepada orang Barbar, mencari bantuan orang
Barbar hanya untuk sementara. Orang Barbar lebih bertumpu pada agama
kesalehan yang diekspresikan semangat untuk berjihad dan tasawuf, Bani
Nasr menekankan kehormatan geneologi.67

Superioritas genealogis seringkali diekspresikan dalam puji-
pujian di Istana oleh penyair Ibn Zumruk, seperti:

68.وارث الانصار لا عن كلالة تراث جلال تستخف الرواسیاویا
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Pendiri Dinasti Bani Nasr disebut Marwani (salah seorang
khalifah Bani Umayyah) oleh sejarawan kontemporer.69 Ini menunjukkan
bahwa Bani Nasr dalam segala kemungkinan ingin menampilkan diri
sebagai kelanjutan Bani Umayyah. Kemudian Bani Nasr
menghubungkan diri mereka dengan suku Khazraj dari Madinah. Ibn al-
Khatib menegakkan kebenaran geneologi mereka dari sumber yang lebih
awal dan Ibn Zumruk menyebutkan kembali puji-pujian yang
menceritakan jasa-jasa suku Khazraj di zaman Nabi.70 Puisi-puisi Ibn
Zumruk yang menggambarkan superioritas geneologi diabadikan    al-
Maqqari dalam kitab Nafh al-Tib, yaitu:

واستكنوا من جوارالله اعلاه* وخص انصاره الاعلین صفوتھ 
منـاقب سرقت اثنى بھـا الله* انصـار  ملتـھ   اعـلا م   بیعة   
إذ كـان بدك سید الانصـار* لا غروان فقت  الملوك  سیـاده  
والمصطفـون لنصـرة المختار* السابقون  الاوالـون الى  الھدى 

من كلا أوى النبـى ومن نصر* الھدى ورثت  ھذا  الفخریا ملك 
فلیتـل وحى الله فیـھم والیسر* من شأ یعرف  فخرھم  وكمالھم 
71بسیوفـھم دین الالھ فدانتـھم* ابناؤھم   ابنـاء   نصر   بعدھم  

Fakta nyata bahwa Bani Nasr menekankan garis keturunan
mereka dari kaum Anshar sangat berbahaya sebagai alasan untuk
mencari dukungan religius melegitimasi kekuasaan mereka. Mengingat
ajaran ortodoks yang diterima tentang superioritas orang Quraisy atas
kaum Anshar. Argumen ini menunjukkan betapa amat penting aspek
religius yang melegitimasi keturunan Bani Nasr.

Diskusi di atas sangat perlu untuk menunjukkan bahwa kebutuhan
akan legitimasi itu ada, tetapi tidak harus dicari dari para fuqaha. Para
penguasa membutuhkan dukungan fuqaha melalui hubungan famili yang
kuat dan tuan-tuan tanah yang telah membangun diri sendiri di Spanyol
sebagai suatu kekuatan politik.

Ibn Sa’id mengemukakan narasinya tentang fuqaha dalam
masyarakat Andalusia bahwa panggilan faqih amat terhormat bagi
mereka, sehingga masyarakat Andalusia membuat suatu penyebutan yang
mulia bagi amir (sultan) dengan sebutan faqih. Karena sebutan ini
merupakan gelar keagamaan yang mulia bagi masyarakat Andalusia.
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Pada masa Ibn Sa’id istilah faqih di Barat sama dengan pengertian
seorang Qadi di Timur. Masyarakat Andalusia terkadang memanggil
sang katib (sekretaris), seorang ahli tata bahasa dan seorang ahli bahasa
sebagai faqih karena ini merupakan panggilan tertinggi bagi mereka.72

Status fuqaha yang dilegitimasi fungsi mereka dalam administrasi
politik ditopang oleh tiga bentuk kontrol terhadap masyarakat (sosial).
Pertama, kontrol atas sejumlah jabatan penting dan menguntungkan
dalam sistem pemerintahan Bani Nasr. Kedua, kontrol terhadap lembaga
pendidikan Ketiga, kontrol atas gerakan pemikiran. Ketiga bentuk
pengontrolan yang dilakukan fuqaha, dapat mempertahankan tradisi
Maliki yang konservatif. Ketika kehilangan kontrol atas faktor-faktor ini
pada abad ke-14 M, fuqaha di Andalusia tidak mampu lagi
mempertahankan otoritas religius dan kekuatan politik.
1. Kontrol Terhadap Lembaga Pendidikan

Ibn Sa’id yang mengunjungi Andalusia pada awal periode Bani
Nasr menggambarkan kondisi pendidikan masyarakat Andalusia yang
paling berhasrat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Para sarjana
menerima pangkat yang paling terhormat di antara kaum elit maupun
masyarakat awam. Meskipun orang Andalusia tidak memiliki lembaga
pendidika formal (madaris) sebagai wahana proses akademik, mereka
lebih senang mempelajari semua ilmu pengetahuan di masjid-masjid.73

Lembaga pendidikan Andalusia sepenuhnya berada di tangan
fuqaha. Fuqaha bebas menentukan kurikulum untuk pengajaran, cara
mengajar, dan mengevaluasi prestasi murid. Sistem pendidikan ini
menguntungkan bagi fuqaha dalam dua hal. Pertama, sistem pendidikan
ini membangun pengaruh dan supremasi fuqaha terhadap mayarakat.
Fuqaha tidak bisa memiliki keuntungan ini dalam dalam sistem
pendidikan di madrasah, karena dalam sistem pendidikan di madrasah,
fuqaha dibatasi dalam menentukan kurikulum, dan mempunyai standar
dalam mengevaluasi kelulusan murid. Berhubung tidak ada sistem
pendidikan tinggi yang dilembagakan, maka masyarakat bergantung pada
para guru untuk memperoleh sertifikat diploma. Kedua, sistem
pendidikan di Andalusia memungkinkan fuqaha untuk menjaga tradisi
sekaligus mengontrol ide pemikiran atau gerakan apapun yang mungkin
menentang tradisi itu. Fuqaha di Barat benar-benar menyadari
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keuntungan penentangan terhadap sistem pendidikan madrasah untuk
menjaga keeksisannya.74

Lembaga pendidikan formal terlambat diperkenalkan di
Andalusia. Madrasah pertama dibangun oleh Qa’id Ridwan (w.
760/1359) hajib dari Abu Yusuf al-Hajjaj (733-755/1333-1354). Langkah
ini ditentang dengan keras oleh para fuqaha di Andalusia.75 Ada dua
alasan fuqaha Maliki kenapa lembaga pendidikan sulit di terima di
Andalusia. Pertama, bahwa pendirian madrasah itu merupakan bid’ah.
Kedua, pendirian madrasah itu menindas kemerdekaan ulama, yang
berakibat pula pada kemerdekaan ilmu.

Pendirian madrasah berakibat kepada kehilangan kemandirian
fuqaha dan ulama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun
perubahan itu tidak langsung mempengaruhi status aristokrasi fuqaha,
tetapi kontrol mereka atas gerakan-gerakan intelektual dan perlawanan
terhadap tasawuf benar-benar mengendor. Setelah pendirian madrasah-
lah, tasawuf dan tariqat-tariqat sufi memperoleh pengikut lebih luas
dalam masyarakat Granada.
2. Kontrol Terhadap Rasionalitas Murni

Ibn Sa’id mengemukakan bahwa masyarakat Andalusia
mempelajari dan mengembangkan setiap ilmu pengetahuan kecuali
filsafat dan astronomi. Ilmu filsafat dan astronomi, secara khusus digeluti
kaum elit pemerintahan, tetapi tidak berani menunjukkan ketertarikan ini
di depan umum karena takut kepada masyarakat awam. Sebab, seseorang
yang diketahui mempelajari ilmu filsafat dan astronomi dituduh sebagai
zindiq (heretic), dan nyawanya pun terancam (qayyadat ‘alaihi nafsuhu)
oleh sanksi dari masyarakat dengan merajamnya hingga mati atau
menguburnya hidup-hidup sebelum kasusnya dibawa ke sultan.76

Penelitian Ibn Sa’id didukung oleh fakta yang menunjukkan
kepada keengganan belajar filsafat. Ibn Khaldun menceritakan bahwa
gurunya Abili mengajarkan filsafat kepada Ibn Abd al-Salam secara
rahasia.77 Kutukan mempelajari filsafat merupakan tema yang amat
umum dalam literatur yang ditulis oleh fuqaha Andalusia. Antagonisme
ini telah berkembang sedemikian rupa hingga karya-karya al-Gazali
dianggap sebagai karya filosofis yang dilarang di Andalusia.78 Kasus
yang terkenal adalah kutukan terhadap wazir Ibn al-Khatib. Kadi al-
Nubahi diminta untuk menyudutkan Ibn al-Khatib dan menyatakan
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bahwa Ibn al-Khatib adalah zindiq karena kegemarannya dalam filsafat
dan bidang-bidang lain yang senada.79

Sikap Qadi al-Nubahi terhadap filsafat dapat dipelajari dalam
bukunya yang membahas administrasi peradilan dan biografi para Kadi.80

Qadi al-Nubahi menyatakan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan
aliran filsafat, yang bertentangan dengan syari’at atau sesuatu yang sama
dengan itu ditemukan dalam tulisan tangan seseorang, praktek hukum
yang harus dilakukan dalam masalah ini adalah dengan mempelajari
bahan tulisan tersebut. Jika jelas bahwa hal itu adalah opini si penulis dan
sesuatu yang ia setujui, meskipun si penulis mungkin menolaknya secara
verbal dan tulisan ini ditemukan hanya mengutip aliran-aliran filsafat
tanpa mengkaitkan pernyataan kepada si penulis, maka kasusnya akan
diputuskan berdasarkan bahan yang ditulisnya. Buku-buku itu harus
dibakar dan pemiliknya harus dihukum.81

Menjelang pertengahan tahun 773 H, Qadi al-Nubahi
mengumumkan buku-buku yang dikarang oleh Ibn al-Khatib, yang
dibakar di hadapan fuqaha, mudarrisin (para guru), dan pihak-pihak lain
selain fuqaha, karena Ibn al-Khatib dianggap zindiq dan menulis buku
yang mengandung filsafat. Sultan Muhammad V, dibantu oleh Qadi al-
Nubahi dan Ibn Zumruk, akhirnya berhasil setelah beberapa tahun
berjuang agar Ibn al-Khatib dituntut di istana Bani Marin sebagai orang
zindiq. Ibn al-Khatib secara curang dibunuh di penjara dan kemudian
dibakar.82

Kematian Ibn al-Khatib yang tragis itu menjelaskan kekuasaan
fuqaha dalam menentang filsafat. Kasus Ibn al-Khatib membuktikan
bahwa alasan menentang filsafat dan aliran-aliran semacam itu adalah
untuk menjaga supremasi syari’ah, basis otoritas religius fuqaha. Fakta-
fakta ini ditemukan dalam surat al-Nubahi kepada Ibn al-Khatib yang
telah diabadikan dalam kitab Nafh al-Tib karya al-Maqqari.83

Al-Nubahi menuduh Ibn al-Khatib sembari mengatakan dalam
suratnya: “bahwa masa jabatan yang tidak menguntungkan ini (yakni,
masa qada’ yang dipegang oleh Kadi al-Nubahi selama kabinet (wazir)
Ibn al-Khatib berjalan adalah omong kosong yang terjadi karena
penghinaan anda terhadap ketentuan-ketentuan syari’ah, dan caci maki
anda terhadap masalah agama…” 84
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Kemungkinan Ibn al-Khatib membela filsafat dan pemikiran
murni karena, antara lain oleh pengenalan aliran al-Razi ke dalam
mazhab Malik di Andalusia pada abad ke- 13 M. Fakhruddin al-Razi
bertanggungjawab atas meningkatnya status teologi untuk lebih
didekatkan kepada filsafat, tetapi pengaruh al-Razi berarti kebangkitan
rasa ketertarikan dalam bidang filsafat. Aliran al-Razi diperkenalkan ke
dalam mazhab Maliki terutama melalui usul al-fiqh. Ini menyebabkan
penerimaan atas aliran al-Razi menjadi lebih mudah, dan perlawanan
terhadap filsafat murni semakin lemah.85

Pada aliran Maliki Timur, pengaruh ini memanifestasikan dirinya
ke dalam dua karya tentang usul al-fiqh yang dalam banyak hal
berlandaskan pada kitab al-Mahsul, karya al-Razi dalam bidang usul al-
fiqh. Pertama, buku karangan oleh Ibn al-Hajib (w. 646 H), yaitu
Muntaha al-Su’l wa al-Amal fi ‘Ilmi al-Usul al al-Jadal. Kedua, buku
Tanqih al-Fusul karya Syihabuddin     al-Qarafi (w. 684 H) murid Ibn
Hajib.86

Pada periode ini, filsafat dan ilmu-ilmu sosial lainnya amat
diminati oleh individu-individu tertentu tetapi dipelajari secara rahasia.
Teks-teks yang dibaca dengan teliti itu termasuk karya-karya Ibn Sina
dan al-Farabi.87 Kecenderungan semacam itu mendorong kebebasan
pemikiran dan aktivitas intelektual secara umum, tetapi yang mungkin
mengakselerasi gerakan pemikiran bebas adalah peningkatan tariqat-
tariqat sufi. Fuqaha Maliki gagal dalam upayanya menentang tasawuf
dan mulai bersikap lunak menghadapi tradisi hukum Maliki yang ketat.
3. Oposisi Terhadap Tasawuf

Supremasi syari’ah sebagai inti kekuatan otoritas keagamaan
yang dimiliki oleh fuqaha, terancam oleh filsafat dan teologi selama
kedua ilmu pengetahuan ini diabaikan dan menjadikan otoritas syari’ah
sebagai satu-satunya petunjuk hidup. Tetapi tasawuf mungkin
menampilkan ancaman yang lebih langsung kepada syari’at bila
dibandingkan pemikiran lain.

Penekanan pada komitmen kesalehan, keagamaan dan moral
banyak menarik kaum intelektual maupun awam, yang karenanya
peningkatan tasawuf di tengah masyarakat Andalusia tentu saja dianggap
sebagai ancaman oleh mazhab Maliki. Karena tasawuf mengajarkan pola
hidup sederhana. Berbeda dengan pola hidup fuqaha yang ekslusif dan
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femiliar. Pada abad ke-12, ketika mazhab Malik telah ditegakkan
kembali oleh kaum Murabitun, fuqaha telah mulai menyingkirkan
tasawuf dari Andalusia.88

Di antara kaum sufi yang dicela oleh fuqaha adalah Abu Bakar
Muhamad dari Cordova, Ibn al-Arif dari Almeria, dan Ibn Barrajan dari
Seville. Mereka bertiga dianiaya dan tewas di penjara. Ibn Barrajan
mengkritik sikap fuqaha Maliki yang amat mengabaikan hadis dan
berhasil mengumpulkan cukup pendukung di Almeria untuk membentuk
oposisi yang bertujuan untuk menentang fuqaha. Perkembangan lain
untuk menentang pemerintah dan fuqaha, dipimpin oleh seorang sufi,
yaitu Abu al-Qaim Ibn   al-Qasiyy, seorang murid Ibn al-Arif (1088-1141
M) pemberontakan ini terjadi di wilayah Algraves (portugal Selatan)
pada tahun 1141 M. Ibn Qasiyy dibunuh pada tahun 546/1151.89

Fuqaha menganggap tasawuf sebagai ancaman bagi aliran
Maliki. Buku Ihya’ ‘Ulum al-Din karya Imam al-Gazali merupakan
korban dari sikap fuqaha yang menentang tasawuf di Andalusia. Reaksi
awal terhadap kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din adalah berasal dari Abu Bakar
al-Turtusi (w. 520 H) yang menulis sebuah buku untuk menyangkal
karya al-Gazali di bidang tasawuf.90 Penolakan terhadap kitab Ihya
Ulum al-Din bersamaan dengan penganiayaan terhadap Ibn al-Arif,
orang pertama yang menafsirkan kitab Ihya Ulum al-Din di Andalusia.
Pada tahun 537 H, Ali Ibn Yusuf Ibn Tasyufin (tokoh yang menyiksa Ibn
Barrajan dan sufi-sufi lain) memerintahkan semua kopian buku Ihya’
‘Ulum al-Din dibakar di depan umum.91 Qadi ‘Iyad (w. 544 H) dan Abu
Hasan Ibn Hirzihim mengeluarkan fatwa yang mendukung pembakaran
semua kopian kitab Ihya’ Ulum al-Din.92

Andalusia telah menentang tasawuf secara sukses, tetapi pada
abad ke-13 dan ke-14 M ditemukan para musafir dan ahli biografi
menyebutkan kemunculan sejumlah zawiyah, sufi-sufi terhormat dan
sejumlah karya tentang tasawuf. Ibn Battutah menyebutkan dua zawiyah
di antara pusat-pusat sufisme lain semacam itu di sekitar Granada, yaitu
zawiyah al-Mahruq dan ribat al-‘Uqbah.93 Dua karya penting dalam
tasawuf pada abad ke- 14 M ditulis oleh sufi Andalusia, yaitu Zuhrat al-
Ahkam oleh Abu Ishaq Ibrahim Ibn Yahya al-Anshari (w. 751 H) dari
Murcia dan Buqyat al-Salik fi Asyraf al-Masalik fi Maratib al-Sufiyyah
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wa Tara’iq al-Muridin karya Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad
al-Anshari al-Malaqi (w. 754 H).94

Fenomena ini mempengaruhi status intelektual dan sosial fuqaha.
Penekanan pada hidup saleh dan sederhana dalam kehidupan pribadi sufi
sangat bertentangan dengan gaya hidup aristocrat yang ditampilkan
fuqaha. Perbedaan dalam gaya hidup ini mungkin telah membuat kaum
sufi lebih populer dibandingkan fuqaha di mata masyarakat umum.
Pengaruh kaum sufi yang meningkat di mata masyarakat, terutama di
kalangan pasukan sukarelawan Barbar, diakui penguasa yang bertujuan
untuk menegakkan kesalehan dan pengaruh terhadap suku-suku pejuang.
Penguasa mulai memberikan perhatian kepada Syeikh dan ribat sufi.
Fuqaha mengakui perubahan ini, dan beberapa orang dari mereka mulai
bertiup ke arah tasawuf. Kecenderungan ini terbukti dari jumlah fatwa
yang menyebutkan populeritas sufisme di kalangan fuqaha.95

Pengaruh tasawuf pada fiqh dapat dilihat dari perubahan sikap
fuqaha terhadap sufi. Pertama, kaum sufi tidak menghapuskan syari’ah,
tetapi menghapuskan perilaku fuqaha, dengan cara menekan prinsip-
prinsip komitmen moral (wara’ dan zuhud). Cara fuqaha menjalankan
ajaran agama lebih bersifat legalistic. Kedua, sebagai ganti dari
mengungkung diri fuqaha ke dalam buku-buku fiqh, kaum sufi
menyerukan kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.

Pengaruh yang menjelaskan kedua aspek di atas terhadap tradisi
fiqh dapat dilihat pada diskursus tentang usul al-fiqh periode ini. Fuqaha
mesti membuat konsesi-konsesi kepada kedua prinsip ini. Qarafi
mendiskusikan zuhud dan wara’ sebagai salah satu landasan fiqh. Teori
hukum Islam yang dikembangkan oleh Ibn Abd al-Salam
menggambarkan akomodasi ini.96

Pengaruh tasawuf telah berkembang kuat menjelang abad ke-
13M. Pada waktu yang sama dengan berlalunya kaum Muwahidun, aliran
Maliki muncul kembali, tetapi kemunculan mazhab Maliki ini tidak lagi
merupakan kelangsungan dari tradisi masa lampau. Aliran Maliki
menghadapi banyak tantangan, baik secara sosial maupun politik. Pada
periode ini fiqh dan tasawuf secara aktif sama-sama tampil kepermukaan,
dan yang menyadari kekuatan kedua gerakan ini mengambil langkah-
langkah untuk menggabung keduanya. Mereka mendorong fuqaha untuk
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mengakui tasawuf, dan mulai memberi bantuan dana kepada ribat-ribat
dengan sejumlah besar waqaf.97

Menurut fuqaha, meskipun aliran sufi dan fuqaha dapat
dikompromikan, masih ada aspek tasawuf lain yang terus mengancam
mereka. Ancaman ini dapat dilihat dalam tiga aspek Pertama, ajaran
tariqat-tasawuf yang menuntut kepasrahan total kepada syeikh.
Kepasrahan itu menghapuskan otoritas religius yang selama ini dipegang
oleh fuqaha. Kedua, fakta bahwa sejumlah ajaran sufi seperti zikir
menggantikan ritual-ritual yang ditentukan oleh fiqh. Hal ini tidak dapat
ditolerir oleh fuqaha.   Al-Syatibi, seorang fuqaha Maliki sampai
menyatakan bahwa praktek-praktek yang menyimpang dari syari’at
semacam itu adalah kufur, dan mengutuk agar para pelakunya dihukum
mati.98 Fuqaha hampir tidak mampu mengadakan perlawanan keras
terhadap upacara-upacara ini mengingat bid’ah ini amat popular di
tengah semua kelompok masyarakat. Sehingga situasi memaksa mereka
untuk meninjau kembali sikap mereka tentang bid’ah.99 Ketiga, ancaman
yang bersifat ekonomik. Disebutkan sebelumnya bahwa donasi yang
melimpah dan tanah wakaf, diberikan kepada zawiyah dan ribat sufi.
Kekayaan ini menarik sejumlah orang saleh dan musafir. Ibn Battutah
bertemu kaum sufi di daerah-daerah pusat ini hampir seluruh sudut dunia
Islam. Fuqaha ditunjuk untuk mengawasi biaya donasi semacam itu,
sedangkan pengawasan dan pemeliharaan atas tanah milik semacam itu
diserahkan kepada Syeikh yang memimpin zawiyah dan koleganya.100

Sejumlah fuqaha menentang perilaku dan pandangan dari tariqat-
tariqat sufi ini. Menurut fuqaha, pusat-pusat sufi menarik dan mendorong
kemalasan di dalam masyarakat. Menurut sejumlah orang saleh,
asketisme berarti meninggalkan semua pekerjaan dan menghabiskan
masa hidup dari hasil kerja orang-orang lain. Bagi ekonomi masyarakat
Granada yang sudah keras, hal ini merupakan beban yang amat berat.

IV

Sistem Hukum Islam di Granada
Sistem hukum Islam di Granada dapat dilihat pada lembaga

peradilan, fatwa dan eksistensi mazhab Malik pada pemerintahan bani
Nasr. Mazhab Maliki dalam kasus tertentu mempertahankan pendapat
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bahwa status hukum sebuah wilayah berubah menurut kondisi sosial-
politiknya. Baik pada masa damai dengan territorial lain maupun pada
masa perang. Pada abad ke-14 M, Andalusia selalu dalam keadaan
perang atau damai dengan tetangganya yang Kristen. Andalusia yang
telah memindahkan ibukotanya ke Granada berstatus sebagai negara
pengikut kepada kerajaan Castille.101

Polemik dalam literatur fatwa menunjukkan kekacauan bahwa
situasi Andalusia di Granada tercipta dalam aplikasi hukum. Perbedaan
sistem hukum yang digunakan pemerintah bani Nasr memiliki sejumlah
sebab. Dalam berbagai kasus, konflik terjadi karena perbedaan dalam
praktek-praktek lokal yang dalam tradisi Maliki Andalusia diakui sebagai
sumber hukum. Perbedaan sistem hukum yang disebabkan oleh faktor
lain dapat dianalisa dalam penggunaan prinsip mura’at al-khilaf oleh
mazhab Malik.102

Ibn al-Khatib menyadari kelemahan sistem hukum Islam di
Andalusia dan mencoba mereformasi dengan mengkritik pandangan Qadi
al-Nubahi tentang lembaga peradilan dalam risalahnya yang berjudul
Khal al-Rasan. Kritikan Ibn al-Khatib tentang teori hukum Islam dimuat
dalam tulisannya yang berjudul Sadd al-Zari’ah fi Tafd al-Syari’ah,
Alfiyah fi Usul al-Fiqh, dan Musla al-Tariqah fi Zaman al-Wasiqah.
Dalam karyanya Masala al-Tariqah, Ibn al-Khatib dengan tegas
mengkritik lembaga peradilan dan pelaksanaan notaris. Ibn al-Khatib
menyalahkan para notaris karena tidak tahu bahasa Arab dan
pengetahuan tentang hukum Islam. Kritiknya yang esensi atas praktek ini
adalah mengabaikan prinsip moral dalam menjalan sistem peradilan
karena kecenderungan terhadap legalitas dan formalitas dalam
pelaksanaan hukum.103

Ada beberapa poin utama berkaitan dengan sistem hukum Islam
pemerintahan bani Nasr di Granada.104 Pertama, mazhab Maliki
digunakan sebagai hukum resmi pemerintahan bani Nasr. Kedua, mazhab
Maliki digunakan dalam tiga tingkat:
1. Pada tingkat fatwa, yaitu masalah-masalah keagamaan termasuk

penafsiran dan teologi yang diserahkan kepada mufti, kecuali kasus-
kasus bid’ah berada di luar juridiksi pengadilan. Pendapat mufti
disebut fatwa dan pelaksanaannya biasanya bergantung pada hati
nurani seseorang.
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2. Pada tingkat pengadilan, yaitu keputusan hakim. Meskipun hakim
tidak memiliki kekuasaaan eksekutif, tetapi dalam keadaan
berlawanan dengan fatwa, hukum dilaksanakan oleh pejabat
pemerintah. Qadi dibantu oleh wakil fuqaha yang disebut musawirun
(para konsultan hukum Islam).

3. Pada tingkat notaris (wuttaq), mazhab Maliki digunakan untuk
mengabsahkan berbagai bentuk kontrak dan bentuk-bentuk dokumen
hukum yang lain. Para notaris adalah fuqaha yang sering ditunjuk
sebagai mufti dan musawwir.105

Ketiga, prosedur peradilan. Para penggugat mencari fatwa dari
para mufti yang mendukung tuntutan mereka dan menyajikannya di
pengadilan. Hakim memberikan keputusannya setelah berkonsultasi
dengan para tokoh dalam peradilannya. Keputusan Qadi adalah final
dalam pengertian bahwa baik hakim yang memutuskan perkara maupun
hakim yang lain tidak dapat merevisi keputusan ini. Menurut pendapat
beberapa ulama, keputusan itu tetap meskipun para saksi mengubah
kesaksian mereka. Dalam masalah tertentu, banding dapat diajukan
kepada sultan melawan keputusan pengadilan.

Keempat, pertentangan pendapat antara mufti dan qadi.
Pertentangan ini terjadi karena orang yang berperkara meminta
keterangan mufti tentang masalah-masalah yang ada dalam keputusan
Qadi. Sedangkan fungsi notaris menambah kekacauan dalam sistem
peradilan di Granada. Notaris kadang-kadang diberi batas yuridiksi
seperti pengesahan saksi atau kontrak, namun mereka tidak dapat
memutuskan sebuah kasus. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa
problematika sistem hukum Islam di Granada adalah kekacauan fungsi
fatwa dan hukum.106

Ahli hukum Maliki yang berasal dari Mesir, al-Qurafi (684 H)
merasakan secara mendalam fiqh Maliki di Andalusia, menulis risalah
yang berhubungan dengan masalah ini dengan judul: al-Ihkam fi Tamyiz
al-Fatawa ‘an Ahkam. Menurut al-Qurafi, kewenangan hakim hanya
memiliki juridiksi dalam al-umur al-ijtihadiyah, dan al-Masalih
al-Dunyawiyah. Hakim tidak memiliki juridiksi dalam masalah ibadah
(ritual) dan ijma’.107 Akan tetapi al-Qurafi tidak dapat menghilangkan
kekacauan sistem hukum di Granada baik dalam bentuk fatwa dan
hukum yang merupakan bagian dari fungsi kelembagaan kepala negara
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(imam atau sultan). Mengingat al-Qurafi berpendapat bahwa mufti
bertanggungjawab kepada Tuhan, al-Qurafi tidak menetapkan kepada
siapa hakim bertanggungjawab.108

Perkembangan hukum aktual di Andalusia mesti ditambah
dengan perbandingan dengan hukum Kristen Spanyol. Perbandingan
sangat mungkin dilakukan karena perkembangan yang sama terjadi pada
wilayah-wilayah tetangga kerajaan bani Nasr di Granada. Kerajaan
Granada dan kerajaan di sekitarnya mengalami bentuk perubahan sosio-
ekonomi yang sama.

Perlu dicatat dalam memahami perkembangan hukum di
Andalusia Kristen bahwa berbagai tingkat pelaksanaan hukum, lembaga
Fuero (sebuah lembaga hukum Spanyol yang penting) berjalan.109

Lembaga Fuero sudah ada sebelum umat Islam tiba di Andalusia.
Lembaga Fuero dihidupkan kembali di bawah pemerintahan Islam dan
menjadi sarana hukum untuk menghadapi renaisans hukum Romawi di
Spanyol pada abad ketiga belas dan empat belas Masehi. Di bawah
sistem hukum Islam, lembaga Fuero ini menerima unsur-unsur Islam.

Fuero berasal dari kata Lex Fori, yaitu keadilan pengadilan
bersandar pada pelaksanaan hukum kotapraja. Fuero mengambil nama
dari Fuero Juzqo.110 Fuero Juzqo yang disebut Liber Judiciorum dan Lex
Barbara Visiqothorum merupakan sebuah kompromi antara hukum
Visighoti dan Romawi yang dikembangkan pada abad ke-7.111 Fuero
Juzqo adalah urutan-urutan undang-undang hukum yang mencakup,
antara lain: undang-undang untuk mengunjungi orang meninggal dunia,
mengubur orang yang sakit, warisan, dan lain-lain.112

Pada abad ke-13 M, pemerintahan Bani Nasr dihadapkan dengan
melimpahnya segala bentuk hukum di Spanyol. Perbedaan yang
menyolok justeru mengancam perusahaan negara. Perkembangan
perdagangan  menuntut sistem keseragaman hukum. Pada abad ke-13 M,
sebuah gerakan reformasi hukum muncul.113 Persaingan penjang antara
pendukung Fuero dan pendukung kesatuan hukum pun dimulai.

Dua senjata dipergunakan untuk mereformasi sistem hukum
Fuero. Pertama, menyebarluaskan kekurangan sistem Fuero. Kedua,
renaisans hukum Romawi. Tiga raja Castille, Ferdinand III (1190-1252
M), Alfonso X (1221-1284 M) dan Alfonso XI (1311-1350 M) dikenal



Hamdan, Hukum Islam di Andalusia …

Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 2, No. 2, Juni 2003 148

sebagai pendukung yang kuat reformasi hukum ini untuk menghasilkan
keseragaman hukum.114

Pada zaman Alfonso, perkembangan lain terjadi, yaitu: di Prancis
Selatan dan Bologna timbul sebuah aliran menggantikan para glossator
(komentator-komentator abad pertengahan tentang hukum sipil Romawi).
Sebagai gantinya, kecenderungan baru tersebut dituntut melakukan dua
bentuk. Pertama, menyusun hukum Romawi sesuai dengan metode
Aristoteles dan sudut pandangan doktrin Kristen. Kedua, memastikan
alasan-alasan apakah yang dapat memotivasi undang-undangnya. 115

Kecenderungan itu menandai permulaan filsafat hukum. Banyak
ulama dari Spanyol pergi ke Bologna untuk belajar dan mengajar Canon
Law. Di Spanyol, universitas Salamanca menjadi pusat penting bagi studi
tentang hukum Romawi dan Canon.116 Tujuan diskripsi di atas adalah
untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keberagaman hukum dan
kebutuhan reformasi praktek-praktek hukum lokal untuk menghasilkan
keseragaman hukum mendorong para ulama untuk meneliti motif dan
tujuan hukum. Usaha para ulama ini memiliki pengaruh yang sangat luas
terhadap evolusi hukum di Eropa pada abad kemudian.

Perhatian terus menerus terhadap filsafat hukum melahirkan
sekelompok filosof hukum terkemuka yang sekarang dikenal sebagai ahli
hukum Teologi Spanyol. Dua dari ahli hukum itu biasanya digambarkan
dengan “Vitoria sang penjelas hukum bangsa-bangsa” dan “Suarez sang
filosof”.117 Francis Suarez lahir di Granada pada tahun 1548 dan
meninggal di Lisbon pada tahun 1617. Pengaruh hukumnya memiliki
poin yang sangat penting dalam eksposisi tujuan hukum, yang menurut
Suarez adalah kebaikan umum masyarakat.

Jauhnya jarak antara al-Syatibi (w. 790 H) sebagai pencetus
filsafat hukum Islam dengan Suarez (w. 1617 M) sekitar dua abad di
Granada, tetapi persamaan dalam pendekatan mereka terhadap hukum
dan tujuannya merupakan catatan yang berharga. Al-Syatibi juga
meneliti tujuan hukum dan menciptakan konsep Masalih al-‘Ibad
(kebaikan masyarakat) sebagai tujuan hukum.118

Kesimpulan para ahli hukum tentang tujuan hukum adalah sama.
Tetapi kalau dalam hukum Spanyol Kristen, penelitian ini berkelanjutan
dan bertanggungjawab membentuk konsep hukum modern di Eropa.
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Sebaliknya, di kalangan umat Islam penelitian terhadap filsafat hukum
Islam terhenti pada ketokohan al-Syatibi dari mazhab Maliki di Granada.

Peranan fuqaha dalam mengembangkan dan mempertahankan
hukum Islam menjadi tesis terhadap eksisnya hukum Islam di Granada.
Para fuqaha berperan aktif mempertahankan eksistensi hukum Islam
dengan mengontrol sejumlah jabatan penting dan menguntungkan dalam
sistem hukum pemerintahan bani Nasr; mengontrol lembaga pendidikan;
dan mengontrol gerakan pemikiran filsafat (tasawuf). Eksistensi hukum
Islam dapat dilihat pada lembaga qadi al-jama’ah yang menjadi sarana
penting fuqaha dalam mengatur administrasi peradilan di Granada.
Jabatan penting ini didominasi oleh fuqaha dalam mememberikan
keputusan hukum dan fatwa.

V

Kesimpulan
Eksistensi hukum Islam di Andalusia dapat dilihat pada tiga poin

penting. Pertama, struktur pemerintahan Bani Nasr. Kedua, peranan
politik fuqaha dalam mempertahankan supremasi hukum Islam. Ketiga,
sistem hukum yang berlaku di Andalusia. Qadi al-Jama’ah merupakan
bukti konkrit eksisnya pemberlakuan hukum Islam di Andalusia.
Kewenangan Qadi        al-Jama’ah meliputi administrasi peradilan, mufti
(konsultan hukum), musawir (konsultan), wuttaq (para perumus dan
notaris), administrasi keagamaan dan waqaf, dan infeksi atas
perdagangan yang menentukan harga, kualitas dan berat barang
dagangan di pasar.

Fuqaha sebagai kelompok sosial dan politik sangat tangguh
mengendalikan jabatan-jabatan administratif, berwenang secara prinsipil
dalam persoalan agama, dan mengawasi lembaga pendidikan. Ada
sejumlah faktor yang mendukung kesuksesan para fuqaha dalam
mengeksiskan hukum Islam di Andalusia. Pertama, kontrol atas sejumlah
jabatan penting dan menguntungkan dalam sistem pemerintahan Bani
Nasr. Kedua, kontrol terhadap lembaga pendidikan Ketiga, kontrol atas
gerakan-gerakan pemikiran murni (filsafat dan tasawuf). Ketiga bentuk
pengontrolan yang dilakukan fuqaha, dapat mempertahankan tradisi
Maliki yang konservatif dan hukum Islam di Andalusia.
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Merosotnya kekuasaan politik fuqaha bermula dari kelicikan-
kelicikan sultan yang rapi untuk bisa bebas dari fuqaha. Ada dua faktor
penting yang mendukung kesuksesatan sultan dalam membatasi peranan
fuqaha di Andalusia. Pertama, pengenalan sistem pengajaran madrasah
yang diawasi negara. Sistem madrasah telah berhasil dengan baik dan
secara lambat laun membuat fuqaha tergantung kepada sultan. Kedua,
penyusupan tasawuf dan tariqat sufi ke dalam masyarakat Granada.
Sultan memberi hati kepada syeikh sufi, karena orang sewaan Barbar
yang membentuk pasukan sultan adalah para penganut syeikh-syeikh sufi.
Kehidupan sufi yang sederhana dan saleh, mengajak orang-orang umum
untuk membandingkan kehidupan sufi dengan fuqaha yang hidup dalam
gaya bangsawan. Kebangkitan tariqat yang meruntuhkan otoritas hukum
dan agama dari syari’at merupakan ancaman nyata bagi fuqaha.

Catatan Akhir

1Andalusia adalah sebuah nama yang dipakai oleh para sejarawan dan orang-
orang Islam untuk mengidentikkan entitas politik Islam di semenanjung Iberia
(Spanyol) mulai dari masuknya Tariq Ibn Ziyad ke kawasan tersebut sampai dengan
menyerahnya penguasa Granada yang muslim pada 1492 (898 H). Nama al-Andalus
sendiri mungkin berasal dari Vandal sebuah nama suku yang yang menundukkan Eropa
Barat di masa lalu. Penduduk Andalusia terdiri dari suku-suku Arab, Barbar, orang-
orang pribumi (al-musta’ribun) atau Mozarab) baik muslim atau bukan, budak belian
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